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TENTANG

PEMBINABADANI,AYANANUMUMDAERAHSISTEMPEI.IYEDIAANAIRMINUM
PADA DINAS PEKER"IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GI'BERITT'R IIUSA TEIf G'GARA TTUUR'

Menimbang:a.bahwaberdasarkanKeputusanGubernurNusaTenggarafi*rr. llornot | 242/l<EPlHKl2OlS telah ditetapkan Pembina

B"d;;;;an Umum daerah Sistem Penyediaan Air Minum

(BLUd SFAIvI) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Uenglngt

b. bahwa telah terjadi pembahan nomenklatur pada Perangkat
- O".t"f, tngkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

sehingga Kiputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor :

iiitffiptnk/2015 tentang Pembina Badan Layanan umum
Daerah Sistem Penyediaai Air Minum (BLUD SPAM) pada

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur' perlu

ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

4alarn lt taot a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Pembina Badan Layanan Umum Daerah

Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerali-daerah fittgt^t I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
195b- Nomor 115, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatan
Daerah- (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
201,4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;



MenetaPkan

XESATU

KEDUA

KETTGA

KEEMPAT

4.PeraturanDaerahProvinsiNusaTenggaraTimurNomor9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 0O9'

TambahanLembaranNegaraProvinsiNusaTenggaraTimur
Nomor O082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 9 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(kmbaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O19

Nomor 0O1, Tambahan lrmbaran Negara Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor OlO2);

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun

2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan

Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor O7);

MEMUTUSKAI{:

Pembina Badan l,ayanan Umum Daerah sistem Penyediaan Air

irfi"t* p.a" Oinas eekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Frovinsi Nusa Tenggara Timur'

Tugas Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:
a. melakukL pembinaan terhadap BLUD-SPAM;

U. m.*b"ritan arahan dan peiunjuk teknis dalam kaitan
- 

d"ttgttt tumbuh kembangnya BLUD-.SPAM; dan

c. memberikan masukan/iiput terhadap kelembagaan BLUD-

SPAM.

Susunan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

ffSnfU adalah sebagainana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
r"patt"""* Li -dib"burrk'rr pada Dokumen Pelaksanaan

ettggut tt Satuan Kerja Perangkat Daelalr (DPA-SKPD) Dinas

eete4aan Umum din Perumahan Rakyat Provinsi Nusa

Tenggara Timur.



XELIUA : Pada saat Kepuhrsan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 242 /KBP /HK|2OIS
tentang Pembina Badan l.ayanan Umum Daerah Sistem
Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas Peke{aan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

KEEIiIA,U : Keputusan Guberur ini mulai berlaku sejak tanegal I Maret
2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal e +?t I 2019

ftvnxrr- cuBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b.-:

6/uoser alrRtArua rAt sol

Tembusan :

l. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Republik Indonesia di Jakarta cq. Dirjen Cipta
Karya di Jakarta;

2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Kepala BLUD-SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa

Tenggara Timur di Kupang.



UIilPIRAII : KEPUTUSUI crrBERIClrR IYUSA TEI{GGARA TIUITR
noMoR : to1 /KEPIHKI 2\rs
TA.tt(xiAL|s kPdL 2ol9

SUSUNAN PEMBINA BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVTNSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ifo ITAUA/JABATAN KEDUDUKAN

1 Gubernur Nusa Tenggara Timur Pembina

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembina Teknik

AKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, }


